SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM NELAYAN MASUK SEKOLAH

DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN
PANGKEP

-—

AENUN JARIAH

Nomor Induk Mahasiswa : 105611126716

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022




SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM NELAYAN MASUK SEKOLAH

DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING KABUPATEN
PANGKEP

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

GelarSarjana Sosial (S.Sos)

; Disusun dan Diajukan Oleh:

AENUN JARIAH

Nomor Stambuk: 105611126716

0 Sloz{ et

| Kepada 4 g
| wmm

—

! B70094/Ront /220
AR
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 1

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022




i

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi

Nama Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa :

Program Studi

Pembimbing I

—d -

Dr. Jaelan Usman, M.Si

M: 730727

Implementasi Program Nelayan Masuk
Sekolah Di Kecamatan Liukang Tupabbiring
Kabupaten Pangkep.

Aenun Jariah

105611126716

IImu Administrasi Negara

Menyetujui :
Pembimbing II

Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

———

Nasrul Haq, S.Sos..MPA
NBM: 1067463

ii




HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor: 009/FSP/A.4-11/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Sabtu Tanggal 29 Bulan Januari

Tahun 2022.

TIM PENILAI

Ketua

<,

-
Dr. Hj. Ihyani Malik. S. Sos, M.Si

Andi Luhuy Prianto, S. IP., M. Si

NBM: 730727 BM: 992797
PENGUJI
1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si ( )
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos., M. Si  ( \ )
3. Nasrul Haq, S. Sos., M.PA ( v >

4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si  ( ;%\ACQJU{ )

iii




Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa
Nomor Induk Mahasiswa

Program Studi

HALAMAN PERNYATAAN

: Aenun Jariah
: 10561 1126716

: limu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan

bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

dan apabila dikemudian hari pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas

Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Januari 2022

i~

Aenun Jariah




ABSTRAK

Aenun Jariah, Jaelan Usman dan Sitti Rahmawati Arfah Implementasi
Program Nelayan Masuk Sekolah di Kacamatan Liukang Tupabbiring

Kabupaten Pangkep.

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah
di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten pangkep dalam mengatasi
 kekurangan guru dan mengajarkan kepada peserta didik tentang muatan lokal
yang dimiliki Pulau Balang Caddi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Implementasi Progra Nelayan Masuk Sekolah berjalan atan tidak dan mengetahui
hambatan yang mempengaruhi berjalannyan Program Nelayan Masuk
Sekolah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
pendekatan deskriptif dengan menggunakan model implementasi kebijakan
Edward IIl.Dengan adanya Program Nelayan Masuk Sekolah dipulau Balang
Caddi dapat mengatasi kekurangan guru dan dapat mengajarkan kepada anak
didik muatan lokal yang dimiliki Pulau Balang Caddi.

Hasil penelitian menujukkan bahwa implementasi program nelayan masuk
sekolah dari aspek komunikasi; hal ini didasarkan pada sosialisasi yang dilakukan
inovator kepada pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan Progam Nelayan Masuk
Sekolah sehinggga tujuan pelaksanaan kebijakan dapat tercapai. sumber daya;
didasarkan pada pemilihan narasumber dan sumber daya anggaran diambil dari
dana BOS, tetapi sumber daya anggaran belum teralisasikan sehingga pelaksanaan
Proram Nelayan Masuk Sekolah sedikit terkendala. Disposisi atau sikap
pelaksana; dalam hal ini inovator mendukung dan merespon pelaksanaan
kebijakan dilihat dari komitmen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan.
Struktur birorasi; menentukan pembagian tugas dalam Implementasi Program
Nelayan Masuk Sekolah.

Kata kunci: Implementasi, Nelayan
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BABI

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia merupakan Negara yang dipenuhi ribuan pulau dan
memiliki beragam suku, bangsa dan budaya dengan kekayaan adat yang
berbeda-beda. Indonesia merupakan negara kepulauan schingga jika
dikaitkan dengan pendidikan yang merupakan hak dasar oleh setiap anak dan
warga negara yang di jamin oleh pemerintah baik sarana maupun pendidikan,
pendidikan suatu kekuata dinamis dalam mempengaruhi kemampuan,
dalam kepribadian setiap individu. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang
mengatur tentang pendidikan menyatakan bahwa setilap warga Negara
berhak mendapatkan pendidikan, dilenjut dalam pasal 31 ayat (2) setiap
warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayai. Mengenai hak dan kewajibaban warga Negara telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pasal 5 ayat 1-5.

Pendidikan di Indonesia sudah berganti kurikulum setidaknya
sebanyak 11 kali pergantian, Kurikulum pertama pada tahun 1947 dinamakan
Rencana Pelajaran, tahun 1964 masuk kurikulum Rencana Pendidikan

Sekolah Dasar, Kurikulum Sekolah Dasar di tahun 1968, Proyek Perintis

Sekolah Pembangunan 1973. Di tahun 1975 Indonesia memasuki Kurikulum
Sekolah Dasar, kemudian berganti menjadi Kurikulum 1984, Kurikulum

1994, Revisi Kurikulum 1994 di tahun 1997, Rintisan Kurikulum Berbasis




Kompetensi (KBK) di tahum 2004. Lalu dua tahun kemudian (2006) beralih
ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan terakhir Kurikulum

2013 (https://www.republika.co.id).

Berbagai kendala pendidikan Indonesia salah satunya adalah masalah
putus sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat terdapat
157 ribu siswa SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019/ 2020,
Siswa yang putus sekolah paling banyak berada di jenjang sekolah dasar (SD)
sebanyak 59,4 ribu siswa, tingkat sekolah menengah pertama
(SMP) sebanyak 38,5 ribu siswa. Di tingkat sekolah menengah atas (SMA)
ada 26,9 ribu siswa dan 32,4 ribu siswa sekolah menengah kejuruan (SMK)

yang berhenti sekolah (https://databoks.katadata.co.id).

Aspek utama yang juga menjadi permasalah pendidikan di indonesia
adalah kekurangan guru. Berdasarkan data Kemendikbud, tahun 2020
terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru
yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Angka ini kemudian naik pada
2021, dengan kekurangan guru diprediksi mencapai 1.090.678 orang dan
jumlah yang pensiun 69.757 orang. Tahun 2022 kekurangan guru menjadi

1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang

(hitps://nasional.sindonews.com).

Di berbagai wilayah terpencil atau perbatasan, jumlah tenaga guru di

setiap sekolah semakin berkurang. Tetapi pada kawasan kota dan pinggiran

kota, jumlah guru yang ada tidak sebanding dengan beban mengajarnya. Jika




di wilayah terpencil dan perbatasan memiliki jumlah gurn sedikit sehingga
mereka memiliki beban kerja yang tinggi, maka sebaliknya di kawasan kota
dan atau pinggiran kota memiliki jumlah guru yang relatif banyak tetapi
beban kerja sedikit. Terkhusus di wilayah Kepulanan Kabupaten Pangkep,
terdapat 4 (empat) kecamatan yang berstatus sebagai daerah kepulauan dan
terpencil, yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang
Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan Liukang
Tangayya. Keempat kecamatan ini memiliki puluhan pulau yang diantaranya
ada yang berpenghuni dan adapula yang belum dihuni oleh manusia (M.

Ziaul Haq Hs 2018:166)

Dalam menanggulangi kurangnya tenaga pengajar pemerintah kabupaten
Pangkep membuat suatu terobosan yang secara tidak langsung mengikut
sertakan masyarakat nelayan dalam program tersebut. Sebelumnya
pemerintah Kab. Pangkep membuat Program Sekolah Perahu yang menbawa
nama Kab.Pangkep ke ajang internasional (sebagai peserta United Nations
Public Service Awards UNSPA yang di selenggarakan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa PBB tahun 2019 di KANADA) sehingga pemerintah
membuat perubaha yaitu Program Nelayan Masuk Sekolah yang launching
pada hari Jum’at 5 juli 2019 di gedung pertemuan Appakabaji Dinas

Pendidikan Kabupaten Pangkep yang dihadiri langsung oleh wakil Bupati

Pangkep H. Syahban Sammana (hitps://teropongbulusaraung.com). Diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional

Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010




Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep Dan Kepulauan. No 241/1772
disdik Tahun 2019. Tentang Nelayan Masuk Sekolah Pemeritah membuat
program ini untuk mengetahui pentingya pemberdayaan masyarakat nelayan
dalam pendidikan khsusnya daerah kepulaua dalam peningkatan peran
masyarakat nelayan di sekolah. Sebagai masyarakat ke pulauan perlu kita
ajarkan kepada anak sekolah tentang aktivitas nelayan. Adanya program ini
perlu di berikan perhatian lebih dan anggaran agar bisa berjalan dengan baik,

schingga wilaya kepulauan semakin maju dalam bidang pendidikan.

Nelayan yang kita ketahui merupakan pencari ikan di ikut sertakan
dalam mendidik para siswa di sekolah, masayarakat nelayan sangat paham
tentang ilmu perbintangan , tehnik pembuatan jala (jaring) dan cara melihat
potensi laut yang dapat berubah-ubah. Manfaat dari program ini untuk
mengedukasi anak-anak nelayan atau peserta didik untuk terus bersekolah
dalam meningkatkan angka partisipasi bersekolah daerah kepulauan, peran
serta masyarakat kepulauan, dengan ini dapat mengatasi kurangnya tenaga

pengajar di  daerah  kepulavan dikarenakan kondisi  geografis

(https://teropongbulusaraung.comy).

Edward III dalam Subarsono (2011;90-92) Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu: Komunikasi, sumber daya, disposisi,
struktur birokrasi. Mortiner J. Adler dalam Rosyadi (2004:35) Pendidikan
adalah sebaga suatu proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan

kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan,




disempurnakan dengan kebiasaa yang baik melalui sarana dan mencapai

tujuan yang di tetapkan yaitu kebiasaan yang baik.

Beberapa penelitian yang menjelaskan tentang implementasi. Dimas Alif
Budin N. M. Saleh Soeaidy. Minto Hadi Implementasi Program
Pemberdayaan Masyarakat Melalaui Pelatihan Kerterampilan Dasar. Vol. 1
No 5. Teguh Aris Munandar. Dadan Darmawan Implementasi Progrm
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional
Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. Vol. 5 No
2. Sri Maryuni Implementasi Progra Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontiana. Vol 10. No 1. Fitriah Y. alim
Implementasi Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan
Pembudidayaan Tkan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso.
Vol 12 No. 1. Moris Adidi Yogia, Dia Meirina Suriimplementasi Kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Vol

9 No 3.

Program pemberdayaan masyarakat nelayan untuk berperan secara
langsung, dalam proses pembelajaran di sekolah secara terprogram dan
terorganisir yang di bangun dari sekolah bersama komite sekolah dengan cara
kemampuan skill tentang laut oleh nelayan yang diorganisir dapat diajarkan.
Nelayan memiliki keahlian skilll tentang laut yang baik, sehingga keahlian
dan keterampilan yang terkait dengan masalahan kelautan dapat di ajarkan
kepada para siswa. Dengan uraian di atas maka penulis mengadakan

penelitian tugas akhir dengan judul: “IMPLEMENTASI PROGRAM




NELAYAN MASUK SEKOLAH DI KECAMATAN LIUKANG

TUPABBIRING KABUPATEN PANGKEP”

'B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan dapat diromuskan
masalahh dalam penelitian ini adalah bagaimana Implemetasi Program
Nelayan Masuk Sekolah di Kabupaten Pangkep?
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kabupaten
Pangkep.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Penelitian dapat menambah pengetahuan mengenai nelayan masuk
sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep serta dapat dijadikan
sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.
b. Manfaat praktis
1. Manfaat Untuk Mahasiswa
Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan untuk mengetahui
pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah

2. Manfaat Untuk Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah




BABII

LANDASAN TEORI

Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian terdahulu ini diharapkan penelitian dapat melihat

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang

dilakukan. Dalam hal ini diharapkan dalam penelitian ini dapat dilihat
kelebihan dan kekurangan antara penelitan terdahulu dan peneliti yang
dilakukan.

1. Dimas Alif Budin N. M. Saleh Soeaidy. Minto Hadi (2013)
Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalaui Pelatihan
Kerterampilan Dasar. Vol. 1 No 5. Dalam penelitian ini pemerinta
membuat suatu program untuk menanggulanngi permasalahan
kemiskinan yang berfujuan untuk meningkatkan keterampilan
masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteran masyarakat.
Sedangkan dalam program ini pemerintah membuat inovasi dalam
menanggulangi permasalahan kekurangan guru yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan kemaritiman kepada peserta didik.

2. Teguh Aris Munandar. Dadan Darmawan (2020) Implementasi Progrm
Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional
Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Lontar Kabupaten Serang. Vol.
5 No 2. Dalam penelitian ini masyarakat nelayan menjadi sasaran dalam

penelitian ini untuk memperbaiki kehidupan nelayan dalam

memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti halnya budidaya rumput




laut. Sedangkan dalam penelitia ini nelayan dijadikan narasumbe yang
mengajarkan peserta didik tentang kemaritiman laut dan segala hal
tentang nelayan. Dalam penelitian ini nelayan merupakan pelaksan
kebijakan sedangkan penelitin sebelumnya nelayan merupakan sasaran
program.

. Sti Maryuni (2015) Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontiana. Vol 10. No 1.
Dalam penelitian ini teori yang digunakan dalam mengukur suatu
keberhasilan program menurut Smith (dalam Tajhan, 2006: 37) dalam
proses implementasi ada 4 variabel program yang didealkan, kelompok
sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingungan sedangkan dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward 11l yang menjelaskan
ada 4 variabel dalam keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

. Fitrieh Y. alim (2019) Implementasi Program Bantuan Sosial
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pembudidayaan Ikan Pada Dinas
Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Poso. Vol 12 No. 1. Dalam
penelitian ini program bantuan social pemberdayaan masyarakat pesisir
dan budi daya ikan tidak berjalan efektif, dilihat dari sosialisasi program
yang kurang sehingga penerima bantuan tidak memahami maksud dan
tujuan program sedangkan dalam penelitian ini inovator melakukan
sosialisasi sehingga tujuan program dapat dimengerti oleh pelaksana

kebijakan dan sasaran kebijakan.



5. Moris Adidi Yogia, Dia Meirina Suri (2020) Implementasi Kebijakan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan.
Vol 9 No 3. Dalam penelitin ini pengimplementasian program tidak
berjalan efektif dikarenakan kurangnya sumber daya pengelolaan
sehingga disarankan dapat melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap
pengelolaan sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya
sedangkan dalam penelitian ini masih diperlukan sumberdaya manusia
sehingga disarankan agar merekrut narasumber schingga pelaksaan
program dapat berjalan lebih efektif.

B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Harsono (2002:67) Implementasi adaleh “suatu proses untuk
melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam
administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka menyempurnakan
suatu program” Hal sama yang disampaikan wahab (1997:79)
mengatakan secara umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau
penerapan”. Istilah implementasi biasa di kaitkan dengan suatu kegiatan
yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan suatu penerapan bentuk inovasi dalam

bentuk tindakan praktis dalam bentuk tindakan praktis schingga

memberikan dampak, baik perupa pengetahuan , implementasi atau nilai

dan sikap, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah
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dianggap pasti, implementasi bias diartikan pelaksanaan dari kata bahasa
inggris implementyang berarti melaksanakan.

Implementasi adalah snatu tindakan sebuah rencana yang sudah
disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudsah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman,
implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya
mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi
suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
(Lester dan Wtewart dalam kusumanegara 2010:97). Implementasi adalah
sebuah tahapan yang dilaksanakan setelah aturan hokum ditetapkan
melalui proses politik. (Laswel dalam Purwanto dan Sulistyastuti
2015:17).Pengunaan istilah implementasi muncul kepermukaan beberapa
dekade yang lalu. Implementasi merupakan bagian atau salah satu tahap
dari proses besar bagaimana suau kebijakan publik dirumuskan.

Meter dan Horn dalam Suratman (2017:25) implementasi merupakan
tinakan yang di lakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok
pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tuhuan yang
telah digariskan dalam kepufusan kebijakan. Jones dalam Nawawi
(2009:131-132) mengemukakan implementasi merupakan kemampuan
untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian
sebeb akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan.

Sabatier dan Muzmania  dalam suratman (2017:26) yang

menjelaskan makna implementasi dengan megatakan bahwa hakikat
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utama implementasi kebijakan jalah memahami apa seharusnya yang
terjadi sctelah program di rumuskan. Menurut Grindle dalam Mulyani
(2016:47) imlementasi merupakan proses umum tindakan implementasi
yang dapat diteliti pada tingkat program yang tertentu. Proses pelaksanaa
kebijakan akan di mulai dari program kegiatan yang telah tersusun, dana
telah siap dan di salurkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah
di tetapkan sebelumnya.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2016:134) menyatakan bahwa
implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan
yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau
suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Grindle dalam Winarno
{2016:135) menyatakan bahwa implementasi adalah pembentukan suatu
kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa

direalisasikan sebagai suatu dampak dari kegiatan pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Pandangan Mazmanian dan Sabatier (1983: 5) mengenai dua
perspektif implementasi kebijakan yaitu perspektif administrasi publik dan
perspektif ilmu politik yang merupakan cara alternatif dalam meng-
implementasikan kebijakan atau program. Menurut perspektif administrasi
publik, implementasi kebijakan pada awalnya didasarkan pada bagaimana
cara memenuhi aspek ketepatan dan keefisien.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai

proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam
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praktiknya implementasi kebijakan yaitu svatu proses yang bagian
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politik karena wujudnya
intervensi sebagai kepentingan (Agustiono, 2016:126). Bemret dalam
Agustiono (2016:128) implementasi kebijakan adalah menjalankan konten
atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu
sendiri. Menurut Oemar hamalik penulis buku yang berjudul Dasar-dasar
Pengembangan Kurikulum, bahwa “Implementasi merupakan suatu
penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan
praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan,
ketrampilan, maupun nilai dan sikap” implementasi adalah “put something
into effect” atau penerapan sesuatu yang memberikan efek”.Secara umum
implementasi diartikan sebagai penerapan suatu kegiatan yang berdampak
baik bagi pelaksananya.

menurut Wibawa (Tahir, 2014:58), tujuan implementasi kebijakan
adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat
direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses
penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang
semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga
sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
tersebut, Nugroho (2014:657) menyatakan, “implementasi kebijakan pada
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.
Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme
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penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin
lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut
masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu
kebijakan”. Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu
kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang
bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui
strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan
masyarakat”. Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus
diperhatikan, yaitu:

a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi.
b. Hakikat proses administrasi.

¢. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan

d. Efek atau dampak dari implementasi.

Menurut Matland (Hamdi, 2014:98), “implementasi kebijakan secara
umum terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok dengan pendekatan
dari atas (fopdown) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (botfom-
up)”. Sedangkan menurut Jones (Waluyo, 2007:50), “dalam membahas

implementasi kebijakan terdapat 2 (dua) aktor yang terlibat, yaitu:

a. Beberapa orang di luar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam
aktivitas-aktivitas implementasi seperti legislatif, hakim, dan lain-lain,
b. Birokrat-birokrat itu sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional,

didamping implementasi”.
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Menurut Matland (Hamdi, 2014:98) menambahkan, adanya empat
paradigma implementasi kebijakan, yakni seperti berikut:
a. Konflik rendah-ambigiutas rendah (implementasi administratif).
b. Konflik tinggi-ambigiutas rendah (implementasi politis).
c. Konflik tinggi-ambigiutas tinggi (implementasi simbolik).
d. Konflik rendah-ambigiutas tinggi (implementasi eksperimental).
Selanjutnya menurut Edward I (Mulyadi, 2015:47), “tanpa
implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan
berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang
terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang
meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome
bagi mayarakat”.
Konsep kebijakan publik
Konsep Kebijakan Publik memiliki banyak definisi atau pengertian,
Dapim (2005: 20-23) memberikan pengertian kebijakan sebagai
“serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan
dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu”. Pengertian ini menurutnya
berimplikasi:
a. bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan.
b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan

pejabat-pejabat pemerintah.
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c. bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah.

d. bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa
bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah
untuk tidak melakukan sesuatu.

e. bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan
perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). Dalam
pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan selalu terkait
dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis

Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara

mengutip pendapat Friedrich mengartikan kebijakan: Kebijakan adalah

suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan
adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang
untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan,

Friedrich (dalam Wahab, 2005: 3).

Unsur-unsur implementasi kebjakan
Unsur-unsur implementasi dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan ada

3 unsur implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu
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Unsur pelaksanaan

Unsur pelaksanaa adalah implementor kebijakan, sebagaimana
yang di jelaskan Dimock dalam Tachjam (2006:28), mejalaskan
kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang
terdiri dari penentuan tujaun dan sasaran organisasional, analisis serta
perumusan kebijakan strategi organisasi, pengambilan keputusan,
perencanaan operasional, pengawasan serta penilaian.
Adanya program yang di laksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya
tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan.
Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang
sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu
dalam satu kesatuan.
Target Group atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang
atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau

jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

5. Model-Model Kebijkan Publik

a.

Berdasarkan teori Edward III dalam Subarson (2011:90-92)
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel.
1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.




2)

3)

4)
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Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas
tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk
melaksanakan, maka pelaksanaan tidak berjalan efektif. Sumber
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusis, misalnya
kompotensi implementor dan sumber daya finansial.
Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti  komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor
tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik.
Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah
standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi.
Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2016:100)
1) Standard dan sasaran kebijakan.
2) Sumberdaya.
3) Hubungan antar organisasi.
4) Karakteristik agen pelaksana.
5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

6) Disposisi implementor.
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Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn Van Meter dan Van
Horn (Tahir, 2014:71-72) merumuskan sebuah abstraksi yang
menunjukkan  hubungan antar berbagai variabel yang
mempengarchi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang
mempengaruhi kinerja impementasi, yakni

1) Standar dan sasaran kebijakn.

2) Sumberdaya

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

4) Karakteristik agen pelaksana.

5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

6) Sikap para pelaksana.

. Model Merilee S. Grindle (Tahir, 2014:74) Implementasi sebagi

proses politik dan administrasi. Implementasi sangat difentukan
oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Proses
implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan
dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program
aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk
mewujudkan tujuantujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Menurut
Grindle mencakup:

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3) Derajat perubahan yang diinginkan

4) Kedudukan pembuat kebijakan
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5) Siapa pelaksana program
6) Sumber daya yang dikerahkan.
Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi:
1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2) Karakteristik lembaga dan penguasa
3) Kepatuhan sumber daya tanggap pelaksana,
6. Pengertian pendidikan
John Dewey dalam Arifin (1995:70) Pendidikan adalah sebagai suatu
proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang
menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional)
menuju kearah tabiat manusia dan manusia biasa. Mortiner J. Adler dalam
Rosyadi (2004:35) Pendidikan adalah sebaga suatu proses dimana semua
kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat
dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan yang baik
melalui sarana yang artistic dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk
membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang
tetapkannya, yaitu kebiasaan yang baik. Langeveld adalah seorang ahli
pendidikan bangsa belanda mrumuskan pengertian pendidikan sebagai
berikut: “pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan
oleh orang dewas kepada perkembangan anak untuk mencapai
kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas

hidupnya sendiri tidak dengan orng lain”
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C. Program Nelayan Masuk Sekolah

Mengenai hak dan kewajibabn warga Negara telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5
ayat 1-5. Pemerinta kabupaten pangkep mengikut pada undang-undang
secara nasional sehingga pemerinta menetakan suatu Program Nelayan
Masuk Sekolah yang bertujuan untuk mengedukasi anak-anak nelayan atau
peserta didik untuk terus bersekolah dalam meningkatkan angka partisipasi
bersekolah daerah kepulauan.

Konsep program nelayan masuk sekolah di butuhkan untuk mengatasi
kekurangan guru dengan melibatkan masyarakat nelayan untuk berkerja sama
dengan sekolah yaitu dengan mengajarkan kemampuan skill tentang laut da
cara membuat jaring. Manfaat dari program ini dapat mengedukasi anak-anak
nelayan atau peserta didik untuk sekolah dalam mengurangi angka putus

sekolah di kepulanan serta masyarakat dapat mengatasi kekurangan guru di

daerah kepulauan.
Tabel 2.2 Peta Stakeholder “ Nelayan Masuk Sekolah”
No | Stakeholder | Peran Strategi
komunikasi
1 Bupati kab. | Kebijakan dan penandatanganan | Komunikasi non
Pangkep SK, serta lauching format, surat

2 | Kepala dinas | Kebijakan, persetujuan untuk prop- | Komunikasi non
pendidikan | Er, ijin penugasan, serta pertemuan | format, surat
dengan pengawas kepala sekolah

dan guru lauching
3 Sekretaris Memfasilitasi pendataan, keterliba- | Komunikasi non
dinas tan TIM keja format, surat
pendidikan
4 Kepala bidan | Memfasilitasi kegiatan pertemuan | Komunikasi non
SD dan SMP | dengan kepala sekolah SD dan format, surat

SMP di kepulauan, KKG dan
MGMP
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5 Kepala bidan | Memimpin pertemuan TIM kerja Komunikasi non
GTK dan pelaksanaan proper format, surat

6 Kasubag Menyiapkan data pendidikan Komunikasi non

perencanaan format, surat

7 Staf  dinas | Sebagain tim kerja Komunikasi non

pendidikan format, surat

8 Pengawas Membimbing sekolah SD dan SMP
dalam membangun kerjasama
dengan nelayan, tim kerja,
membuat materi pembelajaran
berbasis kearipan lokal,
melaksankan bimtek, membantu
menyusun kurikulum muatan lokal
kepulauan

9 Kepala Membangun Kkerjasama dengan | Komunikasi non

sekolah nelayan, membuat materi | format, surat
pembelajaran  berbasis  kearifan
lokal, melaksanakan  bimtek,
membantu  menyusun kurikulum
muatan lokal kepulauan.

10 | Guru Berkerjasama  dengan  nelayan | Komunikasi non
dalam menyusun pembelajaran | format, surat
sesuai kompetensi nelayan,
melaksanakan bimtek

11 | Siswa Melakukan pembelajaran Komumikasi non

format, surat

D. Kerangka Pikir

dirumusan masalah penelitian tersebut.

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran yang diambil dari suatu
teori, undang-undang atau peraturan yang dianggap relavan dengan fokus

atau judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Nelayan

Masuk Sekolah di Kabupaten Pangkep. Untuk melihat sejauh mana

keberhasilan pelaksanaan program nelayan masuk sekolah, maka penelitian

ini akan dianalisis menggunakan Peraturan daerah Kabupaten Pangkep dan
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Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pernyelenggaraan Pendidikan,
kemudian di uji dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III
yang terdiri dari 4 indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur |
birokrasi.
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mennggambarkan kerangka pikir

yang menjadi acuan sebagai berikut.

Implementasi program nelayan

masuk sekolah
v v v v
komunikasi Sumber disposisi Struktur
daya birokrasi
A 4

Program nelayan masuk sekolah
kec.liukang tupabbiring
kab.pangkep pulau balang caddi

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang yang dirumuskan dalam
rumusan masalah kemudian dikaji berdasarkan teori yang ada dalam tinjauan

pustaka.Maka fokus penelitian mengenai bagaimana Implementasi Program

Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten

Pangkep.Peneliti saat ini melakukan analisis dengan menggunakan teori dari

Edward III
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Berdasarkan kerangka pikir diatas, keberhasilan suatu kebijakan dapat
diukur dari proses pencapaian hasil akhir, dan tercapai tidaknya tujuan yang
diinginkan dalam pelaksanaan svatu program dalam hal ini yakni,
Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah di Kecamatan Liukang
Tupabbiring Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan program nelayan masuk
sekolah. Keberhasilan implementasi dapat diukur dari empat indikator hal
berdasarkan pada teori Edward Illdala subarsono (2011:90-92) sebagai
berikut:

1. Komunikasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan = masyarakat agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok
sasaran (farget group), sehingga bias mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber
daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusis, misalnya
kompotensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi
Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan
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kebijakan dengan bik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat
kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang
berbeda dengan pembuatan kebijakan juga menjadi tidak efekfif.
Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan.Aspek dari struktur organisasi adalah sfandard operating
procedure (SOP) dan fragmentasi. Strukiur organisasi yang terlalu
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan
red-tape, yakni procedur birokrasi yang umit dan kompleks, yang

menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Menurut Edward III dalam Subarsono (2011;90-92) Implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh 4 variable, yaitu komunikasi, sumberdaya,

disposisi,struktur birokrasi. Keempat variable ini saling berhungan satu

sama lain.

1.

Komunikasi

Implementasi yang efektif diperlukan komunikasi agar setiap
individu dapat mengetahui tujuan suatu program. Pelaksana juga perlu
mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga tujuan program dapat

tercapai.
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. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari
kemampuan memanfatkan sumber daya yang tersedia. Manusia
merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan
atau implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut
adanya sumber daya yang berkualitas dan memerlukan sumberdaya
annggaran sehingga Implementasi Nelayan Masuk Sekolah Di Pulau
Balang Caddi Kabupaten Pangkep berjalan dengan efektif.
. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik serta
respon pelaksana terhadap implementasi Program Nelayan Masuk

Sekolah Di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep.

. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan tiang pelaksanaan suatu program
agar setiap pelaksana program mengetahui fungsi atau tugas masing-
masing sehingga tidak terjadi hambatan dalam pengimplementasia

Program Nelayan Masuk Sekolah Di Pulau Balang Caddi Kabupaten

Pangkep.




BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian di lakukan tanggal 3 Oktober sampai 3 November yang di
laksanakan di Kab. Pangkep dan Kepulauan terkhusu di pulau pulau Balang
Caddi. Peneliti mengambil lokasi ini untuk di teliti agar mengetahui
bagaimana implementasi program tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

B. Jenis dan tipe penelitian
Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagaimana yang
dijelaskan dalam Sugiyono (2017), sebagai berikut:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetshui proses berlangsungnya

Implementasi Program Nelayan Masuk Sckolah Di Kecamatan Liukang

Tupabbiring Kabupaten Pangkep.

2. Tipe penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif.
Penelitian dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk menelaah,
menganalisis, dan menjelaskan lebih dalam bagaimana Implementasi
Program Nelayan Masuk Sekolah Di Kabupaten Pangkep sejauh mana

Nelayan Masuk Sekolah mengatasi permasalahan pendidikan di

Kabupaten Pangkep.
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C. Sumber Data
Sumber data penelitian mengunakan data primer dan sekunder
1. Sumber data primer
Data primer yaitu data yang menyangkut tentang implementasi
program nelayan masuk sekolah di Kabupaten Pangkep.
2. Sumber data sekunder
Data sekunder yaitu data yang diambil atau bersumber dari dokumen,
laporan, artikel dan buku referensi yang bersangkutan dengan masalah
yang akan di teliti.
D. Informan
Pemilihan informan menggunakan metode Purposive Sampling yaitu
memilih orang yang mengerti dan terlibat kedalam permasalahan Program
Nelayan Masuk Sekolah. Berikut daftar Informan dalam penelitian ini:

Table 3.1 Informan Penelitian

No | Jabatan Informan Nama/Inisial Informan Jumlah
1 Kepala Bidang Rukmini, S.Pd.,M.Pd 1
Guru dan (RK)
Pendidikan
2 Guru muatan lokal Andi Asriono S.Pd 1
(AA)
3 Guru seni budaya Febiola S.Pd 1
(FB)
4 Pengawas Hamsah S.Pd.1 1
5 Nelayan Subiha 1
(SB)
6 Nelayan Haya 1
(HY)
7 Masyarakat Sakka 1
(SK)
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8 Murid Babiah 1
(BB)
JUMLAH 8 ORANG

Sumber:peneliti/penulis

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017), yaitu sebagai berikut:
1. Observasi { pengamatan )
Untuk melihat pelaksanaan nelayan masuk sekolah di Pulau Balang
Caddi. Maka peneliti melakukan pengamatan dan mencatat langsung hal-
hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti akan
turun langsung ke lapangan dalam hal ini SMPN 8 SATAP LIUKANG
TUPABBIRING untuk mengamati apakah Program Nelayan Masuk
Sekolah tersebut sudah terlaksana atau tidak.
2. Wawancara ( interview )
Tehnik wawancara yang dilakukan menggunakan Tanya jawab langsung
kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian . serta
mencatat daftar pertanyaan yang di butuhkan dan telah disiapkann
peneliti.
3. Dokumentasi
Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi SMPN 8.
SATAP LIUKANG TUPABBIRING untuk memperoleh data berupa

tulisan, gambar dan karya-karya tentang proses pelaksanaan.
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah data, dimana
data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian.
Dalam analisis data, penulis menggunakan 3 (tiga) teknik sebagaimana yang
dijelaskan oleh Sugiyono (2017:247-252), yaitu:
1. Reduksi Data (data reduction)

Tahap ini penulis mencoba memilih data-data yang sesuai atan data
yang bersifat pokek untuk selanjutnya dirangkum dan memfokuskan pada
hal yang dianggap penting guna mempermudah dalam menggunakan pola
penelitian yang diinginkan.

2. Penyajian data (data display)

Merupakan sajian data yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk
narasi singkat dengan menjelaskan berbagai hubungan yang ada pada tiap-
tiap kategori serta melampirkan dalam sebuah bentuk bagan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi {(conclusion drawing and verification)

Pada tahap ini kesimpulan yang diperoleh oleh penulis masih bersifat
sementara sampai ditemukannya bukti dan data yang kuat untuk digunakan
pada tahap berikutnya.

G. Teknik Pengabsahan Data
Menurut Wiersma dalam Sugiyono (2017:274), Triangulasi dalam

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai
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sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono

(2017:274), membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu:

Triangulasi Sumber

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang
telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti
melakukan pengumpulan dan pengujian data yang didapatkan dari hasil
pengamatan, wawacara dan dokumen-dokumen yang ada.Kemudian
peneliti melakukan perbandingan dari hasil wawancara dengan dokumen
yang tersedia sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakwkan dengan cara mengecek data
kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data
diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi
atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data
tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap
benar.Atan mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-
beda.
Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
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parasumber masih segar, belum terlalu banyak masalah, akan
memberikan data yang lebih valid sehingga lebih meyakinkan. Untuk ifu
dalam rangka menguji kredibilitas data bisa dilakukan melalui teknik
melaksanakan pemeriksaan dengan wawancara, pengamatan atau bisa
cara lain dengan keadaan yang lain. Jika hasil uji mendapatkan data yang
tidak sama, maka dilaksanakan dengen berulang-ulang hingga sampai

didapatkan kepastian suatu datanya
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari
data menyangkut fokus penclitian sebagai tindak lanjut dari hasil
pengumpulan data. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian dan

pembahasan, maka terlebih dahulu peneliti akan menguraikan secara singkat

tentang gambaran umum dan kondisi sekolah SMP NEGERI 8 SATAP
LIUKANG TUPABBIRING dipulan balang caddi Kabupaten Pangkajene
dan Kepulauan dengan jumlah siswa
1. Profil Sekolah
Nama Sekolah: SMP NEGERI 8 SATAP LIUKANG TUPABBIRING
NPSN : 40316762
Jenjang Penddikan: SMP
Alamat Sekolah: Pulau Balang Caddi
RT/RW: 1/1
Kode Pos: 90671
Kelurahan: Mattiro Langi
Kecamatan: Kecamatan Liukang Tupabbiting

Kabupaten: Pangkajene dan Kepuluan

Posisi geografis: -4.9422208 lintang. 199.4202662 bujur
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2. Latar belakang Nelayan Masuk Sekolah
Secara demografi di Kepulauan Kabupaten Pangkep pada umumnya
mata pencaharian masyarakat 90% adalah nelayan, nelayan memiliki

potensi tentang kelautan yang tidak diragukan lagi, baik membaca tanda-

tanda alam kepulauan, Teknik,strategi mengolah laut dan pembuatan alat

penangkapan ikan maupun pengolahan hasil laut, ini merupakan potensi

yang besar yang dapat dimanfaatkan sekolah sebagai sumber belajar dan
tenaga pengajar di sekolah khususnya muatan lokal kelautan. Potensi
nelayan yang ada di kepulauan ini belum terjadi sinergitas dengan pihak
sekolah, sehingga peran serta masyarakat nelayan ke sekolah masih
rendah’. Tujuan Nelayan Masuk Sekolah adalah “Meningkatkan peran
serta masyarakat nelayan dalam pembelajaran muatan lokal di sekolah”
Program Nelayan Masuk Sekolah berawal dari Inovasi Implementor
saat mengikuti diklatpim III angkatan II kabupaten pangkep dalam
meningkatkan layanan pendidikan di daerah kepulanan. Dalam bal ‘
inovator mengaku bahwa Pangkep khusnya daerah kepulauan masih ‘
kekurangan guru sehingga  dibuatkan program dengan melibatkan
masyarakat nelayan berkerjasama dengan sekolah.
Program nelayan masuk sekolah merupakan program pemberdayaan
masyarakat nelayan yang ada di gugusan pulau-pulau uantuk mewarisi

value, pengetahuan dan keterampilan kemaritiman kepada anak didik.

» Nelayan masuk sekolah merupakan paguyuban masyarakat nelayan yang
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merupakan bagian integral dari komite sekolah yang dapat memberikan

pembelajaran di sekolah secara terencana dan terprogram.

Proram nelayan masuk sekolah juga diharapkan dapt membantu

sckolah dalam menggatasikesenjangan kekurangan guru, baik secara

permanen maupun secara parsial yang disebabkan ketidak hadiran

gurunkarena faktor geografis.

3. Tujuan dan Manfaat Program

a) Tujuan

)

2)

3)

Tujuan jangka pendek

a) Terselenggaranya program “Nelayan Masuk Sekolah™ pada 3
pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring di tingkat SD dan
SMP

b) Terbentuknya Komunitas Nelayan Masuk Sekolah di 3 pulau
di Kecamatan Liukang Tupabbiring

¢) Terbentuknya silabi dan materi pembelajara program
“Nelayan Masuk Sekolah” berbasis kepulauan di tingkat SD
dan SMP

Tujuan Jangka Menenegah

Tersedianya regulasi yang mendukung program “Nelayan Masuk

Sekolah™

Tujuan Jangka Panjang

Tereplikasinya program ‘“Nelayan Masuk Sekolah” di daerah

kepulauan Pangkep
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b) Manfaat

1) Menurunkan angka putus sekolah sehingga partisipasi bersekolah
meningkat yang dapat meningkatkan pelayanan dalam
pembelajaran

2) Meningkatkan peran sera masyarakat secara Kontekstual pada
tingkat SD dan SMP di Kepulauan dan di Kabupaten Pangkep

3) Mengatasi kekurangan guru di sekolah pada tingkat SD dan SMP
di Pulau Kabupaten Pangkep

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah pada sekolah
tingkat SD dan SMP di Pulau Kabupaten Pangkep

5) Meningkatkan pemahaman nelayan terhadap pentingnya
pendidikan

6) Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis kearifan lokal di
daerah kepulauan

7) Meningkatkan penegtahuan dan keterampilan peserta didik dalam
mengelola laut

8) Membantu sekolah dalam mengatasi kekurangan guru dalam
kesenjangan yang sifatnya persial ataupun permanen

9) Memingkatkan mutu pelayanan dan mutu proses pembelajaran

4. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan program Nelayan Masuk Sekolah dilaksanakan dengan

tahapan

2) Membangun Kerjasama
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Sekolah diharapkan dapat membangun kerjasama dengan orang
tua siswa, komite sekolah, alumni dan masyarakat dalam bentuk
menyusun profram bersama untuk pembelajaran yang di rencanakan
bersama sekolah

3) Membelajarkan

Pengawas, alumni, siswa dan masyarakat melakukan

pembelajaran sekolah sesuai dengan program yang telah disusun
bersama dengan sckolah berdasarkan kompetesi yang dimiliki oleh
masyarakat, komite dan alumni atau sekolah dan masyarakat dimana

mereka berada antara lain. Membelajarkan materi sesuai dengan

kompetisi yang dimiliki oleh masyarakat, alummi, siswa sesuai
keahliam yang dimiliki.
4, Mengesplorasi

Pembelajaran yang diberikan dari partisipasi masyarakat
dikembangkan dalam bentuk adanya program ataupun kemampuan
siswa dalam mempraktekkan atan mendemostrasikan dalam bentuk
hasil kerja sama yang dapat dilihat, yang diharapkan siswa dapat
memiliki keahlian atau keterampilan. Yang dapat di kembangkan di
tempat tinggalnya.

5. Langkah-langkah pelaksanaan program kegiatan

a. Menyusun kurikulum muatan lokal

b. Menyusun meteri pembelajaran

¢. Membuat bahan ajar




e e e e

37

d. Melaksanakan bimtek

e. Implementasi

. Kesesuaian Kategori

Inovasi Nelayan Masuk Sekolah (NMS) terkait dengan kategori
Pendidikan karena inovasi ini berupaya agar sekolah dapat membangun
kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah alumni, dan
masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam bentuk menyusun
program bersama untuk pembelajaran muatan lokal kelautan, yang
direncanakan bersama di sekolah, sehingga dapat mengatasi kekurangan
guru khusus muatan lokal. Inovasi ini memberdayakan Nelayan sebagai

pengajar atau narasumber dalam pembelajaran muatan lokal kelautan.

. Kontribusi terhadap Capaian Nasional Sustainable Development Goals

(SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Menjamin Kualitas
Pendidikan yang Inklusif dan merata serta Meningkatkan Kesempatan
Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.Pemberdayaan Masyarakat adalah
upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif
melakukan aktivitas social agar mereka bisa membenahi situasi dan
kondisi mereka sendiri. Yaitu:

a. menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan

berkelanjutan.
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b. secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, dengan
keterlibatan nelayan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang mumpuni dapat menjadi guru yang berkualitas sesuai dengan

bidangnya.

8. Deskripsi Inovasi

Program  “Nelayan Masuk  Sekolah”merupakan  Program
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan yang ada di Gugusan Pulau-Pulau
untuk mewariskan Value, Pengetahuan dan Ketrampilan Kemaritiman
kepada Peserta Didik. Nelayan Masuk Sckolah Paguyuban Masyarakat
Nelayan yang merupakan bagian Integral dari Komite Sekolah yang dapat
memberikan Pembelajaran di sekolah secara terencana dan terprogram.
Untuk pelaksanaan Nelayan Masuk Sekolah melalui tahapan :

a. Melakukan pendataan skill nelayan dan seleksi sebagai tenaga
pengajar yang akan diberdayakan sesuai kebututuhan di setiap pulau.

b. Membangun Kerjasama Menyusun perangkat pembelajaran.

c. Proses Membelajarka.

d. Evaluasi pelaksanaan

. Inovatif (Kebaruan, Nilai Tambah, atau Keunikan)

Kebaruan Inovasi ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat nelayan
sebagai narasumber mata pelajaran muatan lokal di sekolah yang ada di
kepulauan.Karena selama ini pembelajaran dilakukan oleh guru kelas atau
guru mata pelajaran yang bukan background muatan lokal

kelautan. Inovasi ini memanfaatkan potensi pengetahuan, keterampilan dan
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Kemampuan skill dari nelayan yang diperoleh secara alami agar dapat
dibagi ke peserta didik.
Transferabilitas (Sifat dapat diterapkan pada Konteks/tempat lain)

Inovasi ini dikembangkan pertama kali di daerah kepulavan yaitu di
Pulau Balang Caddi Kec.Liukang Tupabbiring dengan melibatkan siswa
SD yaitu SDN Balang Caddi dengan jumlah siswa sebanyak 125 orang
dan SMP 8 Satap Tupabbiring dengan jumlah siswa sebanyak 80 orang,
dan nelayan yang terpilih sebanyak 2 orang dengan Kemampuan yang
berbeda. Selanjutnya telah dikembangkan di 2 pulau yaitu pulau Sanane
dan Pulau Podang-Podang dengan cakupan siswa sebanyak 241 pada 2 SD
(SDN 33 Sanane, SDN 14 Podang-Podang) dan 172 siswa pada 2 SMP
(SMP 8 Satap liukang Tupabbiring dan SMP 11 Satap Tupabbiring).
dan alat juga tersedia di nelayan sesuai potensi dan skillnya di pulau.
Strategi Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan Inovasi Nelayan Masuk Sekolah maka
upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan melalui pe.mda untuk
melahirkan peraturan Bupati tentang Nelayan Masuk Sekolah, sehingga
semua sekolah yang ada di kepulauan menerapkan inovasi ini dengan
melibatkan pengawas sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan
orang tua siswa nelayan sebagai tenaga pengajar atau narasumber dalam

pembelajaran muatan lokal kelautan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
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a. Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga, memfasilitasi dan
Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan, Menyusun alokasi anggaran

b. Kepala sekolah: Memfasilitasi nelayan yang berpotensi memberikan
pembelajaran.

c. Pengawa.s seckolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan
pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang te'lah
dilakukan dengan menggunakan instrument supervise pembelajaran.

d. Kepala Desa : Memberikan dukungan izin kegiatan, Fasilitas dan
pengalokasian anggaran ADD.

e. Guru : Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai dari
silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.

Hasil Penelitian
Implementasi program nelayan masuk sekolah

Kebijakan pelaksanaan program nelayan masuk sekolah yang berdasar
pada UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang mengaiur tentang pendidikan
menyatakan bahwa setiiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan,
dilanjut dalam pasal 31 ayat (2) setiap warga Negara wajib mengikuti
pendidikn dasar dan pemerintah wajib membiayai. Implementasi kebijakan
merupakan suatu proses dimeana peksanaan aktivitas atau kegiatan, pada
kahirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atan

sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya bahwa hakekat dari implementasi merupakan suatu kegiatan
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yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh intansi pelaksanaan dengan
didastkan pada kebijakan yang telah ditetapkan otoritas yang berwenang.
Hal ini diungkapkan oleh Mazmania dan Sabatier dalam bukunya
Implementatoin and Publik Policy pada tahun 1983 “pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusa tersebut mendefinisikan
masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran
yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengstrukturkan atau mengatur
proses implementasinya”. (Agustiono,2006:154)

Bentuk kegiatan implementasi dari pemerintah tengan nelayan masuk
sekolah adalah dengan melakukan pelaksanaan program dengan mengikut
sertakan masyarakat nelayan yang sebelumnya masyarakat nelayan hanya
bekerja sebagai pelaut.Kebijan tersebut agar masyarkat tau bahwa nelayan
mempunyai skill yang dapat dipelajari oleh peserta didik disekolah.

Peneliti melakukan sesi wawancara kepada informan yaitu Inovator
kebijakan, bagaimana menurut ibu tentang program nelayan masuk sekolah,
sedang kita ketahui bahwa setiap harinya nelayan hanya memacing atau

menangkap ikan, mengatakan:

“Nelayan memiliki pengetahuan yang baik tentang laut, nelayan tentu
tahu bagaimana membuat jaring, memperbaiki mesin, melihat cuaca,
membuat kapal, bagaimana cara berenang dengan baik dan pengetahuan-
pengetahuan tentang laut lainnya yang ia pelajari secara otodidak.
Dengan kemampuan tersebut, nelayan mampu membagikannya atau
mengajarkannya kepada peserta didik di sekolah schingga dikatakan
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nelayan masuk sekolah”(Hasil wawancara RM, tanggal 23 sebtember
2021)

Sedangkan dalam sesi wawancra yang dilakukan dengan salah satu guru.

Bagaimana menurut bapak tentang program nelayan masuk sekolah,

mengtakan:

“menurut saya program ini bagus, karena anak-anak disini selalu
diarahkan oleh orang tuanya untuk pergi bagang supaya ada uang
belanjanya, sedangkan kalau pergi bagang tidak masuk sekolah, jadi
adanya program ini murit bisa belajar cara buat umpang atau buat jarring
agar bisa buat sendiri dirumah terus dijual, jadi tidak perlu lagi pergi
bagang” (Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober)

Sedangkan menurut warga, mengatakan

“bagus karena belajark tentang laut sama pembuatab umpang, apalagi
ibu subi pintar dalam membuat umpang sama jaring” (Hasil wawancara
SK, tanggal 4 November)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa dengan
adanya nelayan masuk sekolah di pulau, nelayan bisa mengajarkan kepada
siswa pengetahuan tentang laut dan cara-cara untuk melaunt sehingga siswa
dapat mengetahui skill-skill apa saja yang digunakan nelayan untuk

menjaring ikan dilaut.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis
implementasi program nelayan masuk sekolah adalah teori yang
dikemukakan oleh George C. Edwards. Menurut pandangan Edwards III ada
empat faktor yang menpengaruhi kebijakan publik yaitu faktor komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor kebijakan yang dapat
berpengaruh pada implementasi program nelayan masuk sekolah adalah

sebagai berikut
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1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran dan tujuan dipahami
oleh indvidu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan
begitu, sangat penting memberi perhatian besar kepada ukuran dan fujuan
kebijakan, ketetapan komunikasi dengan para pelaksana di sekolah.
Semakin baik koordinasi komunikasi atar pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu proses implemantasi, serta yang bertanggung jawab dalam
menjalankan program. Maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk
terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Aspek dari komunikasi merupakan keputusan kebijakan nelayan
masuk sekolah, petunjuk pelaksanaan, pemerintah dan lain-lain.
Komunikai yang terjadi antar dinas pendidikan yaitu inovator kebijakan,
kepala sekolah, kekomite kebijakan, nelayan dan peserta didik. Dalam
komunikasi ini bertujuan agar mercka mengetahui apa-apa yang harus
dilakukan dalam pelaksaan kebijakan guna dalam mencapai tujuan
program nelayan masuk sekolah. Arus komunikasi yang terjadi dalam

impelementasi program nelayan masuk sekolah dapat dilihat sebagai

berikut:
Dinas o Kepala Sekolah e Nelayan
Pendidikan s Guru e Peserta
sebagai > Didik
Inovator
kebjakan

|

f Gambar 4.1 Arus Komunikasi




Arus komunikasi di atas menggambarkan bagaimana komunikasi
antara dinas pendidikan dan sekolah dilakukan agar infomasi yang
diberikan lebih jelas dan diharapkan tidak terjadi perbedaan pendapat antar

pembuat kebijakan dan pelaksana.

Peneliti melakukan sesi wawancara dengan inovator bagaimana
komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program nelayan masuk

sekolah, mengatakan:

“komunikasi yang saya lakukan dalam pelaksanaan program nelayan
masuk sekolah itu dengan berkomukasi langsung dengan kepala
sekolah dan awal-awalnya saya kepulau untuk melakukan sosialisasi
tentang nelayan masuk sekolah, merubah pola pikir masyarakat
nelayan, pentingnya pendidika, disisi lain nelayan juga memliki
kemampuan tentang laut yang sangat baik yang dapat di ajarkan ke
anak- anak di sekolah” (Hasil wawancara RK, tanggal 23 Sebtember
2021)

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Memang banyak yang bertanya tentang bagaimana nelayan masuk
sekolah karena pada dasarnya nelayan bekerja di laut dan kita
mengajak mereka ikut serta dalam mendidik siswa. Sebagai anak
pulau, mereka juga mengetahui tentang skill-skill kelautan” (Hasil
wawancara RK. Tanggal 23 Sebtember 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita lihat komunikasi yang
di lakukan inovator dalam pelasanaan nelayan masuk sekolah sangat baik,
dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat, merubah pola

pikir masyarakat atau orang tua siswa bahwa pementingkan pendidikan

dibanding dengan membiarkan anaknya ikut mencari ikan.
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Dilanjutkan dengan sesi wawancara dengan guru. Dalam pelaksanaan
program nelayan masuk sekolah bagaimana komunikasi sekolah dengan

nelayan, mengatakan:

“kita kerumah nelayan, bertanya kepada nelayan kapan ada waktunya
untuk mengajar karena kita tidak tau kapan ada waktunya, karena kita
tau nelayan haruski kelaut cari uang jadi harus ada info dari nelayan
kapan ada waktunya mengajar barulah kita gerakkan anak-anak
kerumahnya” (Hasil wawancara AA, tanggal 8 Oktober)

Sedangkan dalam sesi wawancara dengan salah satu nelayan.
Bagaimana komukasi bapak dengan sekolah dalam pelaksanaan nelayan

masuk sekolah, mengatakan:

“kalan dalam mengatur jadwal kapan saya bisa mengajar, saya tidak
bisa tentukan karena saya biasa tidak adaka di pulau karena saya
pergi sawakung (bermalam di laut untuk cari ikan) jadi tidak pasti
kapan saya ada dipulay, jadi kalau saya pulang, saya infokan guru
sehingga siswa bisa datang kerumah dan saya bisa langsung
mengajar. (Hasil wawancara HY, tanggal 8 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa kita simpulkan bahwa
dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah di perlukan
komunikasi yang baik antara inovator, sckolah dan nelayan. Dengan
melakukan sosialisasi dengan masyarakat makan masyarakat lebih
gampang untuk mengerti bagaimana pentingnya pendidikan. Nelayan yang
mempunyai skill dan ilmu kemaritiman yang sangat baik dapat diajarkan
ke anak didik agar mampu pengetahui muatan lokal yang dimiliki pulau
balang caddi. Dalam pelaksanaan progtam nelayan masuk sekolah

sekolah, sekolah belum mampu menetapkan jadwal pelaksana dikarekan
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nelayan yang harus mencari nafka di laut sehingga jadwa pelaksana belum

bisa di tetapkan sehingga pelaksanaan program sedikit terkendala.

Berikut pernyataan dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti
dengan guru. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksaan

program nelayan masuk dapat berjalan, mengatakan:

“kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat nelayan dan siswa
supaya lebih memahami manfaat dari program nelayan masuk
sekolah, jadi Program Nelayan Masuk Sekolah bisa berjalan sampai
sekarang. (Hasil wawancara FB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan Program
Nelayan Masuk Sekolah guru mensosialisasikan kepadan masyarakat
nelayan dan peserta didik apa manfaat dan tujuan program Nelayan Masuk
Sekolah schinggga masyarakat mampu memahami dan pelaksanaan

program Nelaya Masuk Sekolah dapat berjalan sampai sekarang.

. Sumber daya
Sumber daya merupakan fakior kedua yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan memelukan
sumber daya manusia dan sumber daya anggaran untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.
a. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia merupakan salah saiu faktor terpenting
bahkan tidak lepas dari pelaksanaan kebijakan. Dalam pemilihan
sumber daya manusia yang gunakan merupakan sumber daya yang

memiliki kemampuan atau keahlian.
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Gambar 4.2 STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM NELAYAN
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Tugas-tugas pelaksanaan progam nelayan masuk sekolah
1) Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga,

memfasilitasi dan Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan,

Menyusun alokasi anggaran
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Kepala sekolah: Memfasilitasi dan memediasi komite dan anggota
komite atau nelayanan yang berpotensi memberikan pembelajaran.

Pengawas sekolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan
pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang
telah dilakukan dengan menggunakan instrument supervise
pembelajaran.

Guru; Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai
dari silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.

Nelayan: mengajarkan peserta didik tentang skill yang dimiliki dan
kemampuan otodidak yang dimiliki.

Program Nelayan Masuk Sekolah memiliki struktur organisasi

yang jelas. Pada struktur organisasi tersebut diketahui bahwa untuk

jajaran direksi mulai dari inovator sampai peserta didik. Dilihat dari

sesi wawancara peneliti dengan inovator kebijakan. Bagaimana

tahapan dalam pemilihan narasumber, mengatakan:

“Waktu sosialisasi nelayan masuk sekolah sekalian didiskusikan
sama masayarakat siapa yang bagus dijadikan narasumber terus
masyarakat menyebutkan beberapa nelayan, selebihnya kita
serahkan ke sekolah untuk memilih siapa yang benar-benar ahli
dalam hal ini”(Hasil wawancara RK, tanggal 23 Sebtember)

Berdasarkan hasil wawancara di atas inovator menjelaskan

bagaimana tahap pemilihan narasumber, dengan mengikut sertakan

masyarakat dalam pemilihan narasumber yang secara tidak langsung

sudah dijelaskan dalam tahapan pelaksanaan, poin pertama




49

membangun Kkerjasama dengan masyarakkat dalam pelaksanaan

kebijakan.

Dilanjut dengansesi wawancara yang dilakukan oleh peneliti

kepada guru. Bagaimana sekolah memilih nelayan untuk dijadikan

narasumber, mengakatan:

“kita cari nelayan yang betul-betul bisa jadi narasumber nelayan
masuk sekolah dan dapat rekomendasi dari beberapa masyarakat
untuk dijadikan narasumber dan kami memilih Dg.Haya dan
istrinya Gg.Subi untuk di jadikan narasumber karena mereka
memiliki kemampuan yang dapat diajarkan di sekolah. Ini bapak
sudah lama kerjanya begini terus dia memeng ahli dari beberapa
nelayan” (Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober 2021)

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah satu nelayan
sekaligns narasumber nelayan masuk sekolah. Bagaimana proses
bapak sehingga tertarik menjadi narasumber nelayan masuk sekolah,

mengatakan:

“awalnya kepala sekolah mendatangi kerumah saya lalu bercerita
tentang nelayan masuk sekolah, lalu ditanya apakah saya siap jadi
narasumber, kita yang ajarki anak-anak buat jaring atau
pembuatan umpang terus saya menjawab iya karena menurut saya
bagus,bisa saling berbagi ke anak sekolah™ (Hasil wawancara
HY, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa disimpulkan dalam
pemilihan sumber daya manusia, sekolah memilih narasumber yang

sudah didiskusikan dengan masyarakat dan dipilih oleh sckolah.

Sumberdaya manusia yang dipilih merupakan narasumber yang ahli

dalam hal kelautan dan yang dapat diajarkan kepada peserta didik

sehingga tujuan program dapat tercapai.
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Peneliti melakukan sesi wawancara dengan salah satu murid.
Apakah menurut adek Dg.Subi sama Dg. Haya merupakan narasumber

yang tepat, mengatakan:

“menurutku kak bagus sekalimi karena dia disini paling jago
apalagi buat umpan sama jarring, pulang seberang saja kalau maun
belli umpan di Dg. Haya, bagus sekali carana. Mungkin itumi
dipilih karena memang jago sekali” (Hasil wawancara BB, tanggal
8 Oktober 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas siswa juga mengatakan
narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang tepat karena
Dg.Subi dan Dg.Haya sudah merupakan ahli yang ada di Pulau Balang

Caddi dan sudah diakui oleh masyarakat disana.

b. Sumber daya anggaran

Dari hasil wawancra dilakukan dengan inovator pelaksana,

darimana sumber daya anggaran yang diambil dalam pelaksanaan
Program Nelayan Masuk Sekolah, mengatakan:

} “Sumberdaya anggaran diambil dari dana BOS yang ada di
| sekolah, setiap kali pembelajaran itu RP. 100.000. Pendanaan rutin
| diadakan sampai sekarang ini sepanjang dana BOS di sekolah
masih ada dan masuk dialokasi pembiayaan proses pembelajaran.
Bahan dan alat juga tersedia di nelayan sesuai potensi dan skillnya
di pulau” (Hasil wawancara RM, tanggal 23 Sebtember)
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan inovator, sumber daya

anggaran diambil dari dana BOS dengan jumlah Rp 100.000 setiap

pembelajaran untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan Program

Nelayan Masuk Sekolah.
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Sedangkan dalam sesi wawancara yang dilakukan dengan Guru.
Apakah ada fasilitas yang disediakan sekaolah untuk pelaksanaan
nelayan, mengatakan:

“tidak ada fasilitas yang diberikan sekolah, kita hanya antar saja
anak-anak kesini nanti nelayan yang siapkan apa-apa yang
diperlukan uniuk mengajar anak-anak.” (Hasil wawancara AA,
tanggal 8 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru, sekolah
tidak menyediakan fasilitas kepada nelayan, sckolah hanya
mengarahkan peserta didik ke rumah nelayan untuk pelaksanaan
Program Nelayan Masuk Sekolah.

Dilanjut dengan sesi wawancara yang dilakukan nelayan, apakah
sekolah menyediakan fasilitas pengajaran, mengatakan:

“Sekolah tidak mempersiapkan fasilitas pengajaran, saya pake alat
sendiri kalau siswa mau diajar datang saja kesini nanti saya
ajar”(Hail wawancara HY, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber,
anggaran yang di ambil dari dana BOS belum terealisasikan ke
narasumber sehingga tidak ada fasilitas atau intensif yang diberikan
kepada narasumber. Fasilitas yang digunakan merupakan alat yang
dimiliki nelayan bukan dari sekolah, sehingga nelayan tidak fokus
dalam pelaksanaan karena harus mencari nafka.

Dilanjut dengan sesi wawancara dengan nelayan. Apakah bapak

sama ibu tidak keberatan kalau tidak ada fasilitas yang diberikan dari

sekolah, mengatakan:
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“Kalaun saya tidak masalah kalau tidak ada fasilitasi dari sekolah
; yang penting anak-anak mau di ajar, baru saja tidak sibukja”(Hasil

wawancara SB, tanggal 8 Oktober 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber
bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk
Sekolah diperlukan anggaran sehingga pelaksanaan kebijakan dapat
berjalan dan tujuan program dapat tercapai.

3. Dispaosisi (Sikap Pelaksana)
Disposisi merupakan faktor ketiga dalam mempengaruhi tingkat
keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi adalah sikap atau
karakteristik yang dimiliki pelaksana kebiajakan.

Dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru.

sikap pelaksana kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan Program
Nelayan Masuk Sekolah, mengatakan:
“sebelum siswa di arahkan kerumah nelayan saya jelaskan dulu apa-
apa yang perlu diperhatikan dan harus di catat, jadi sampai di ramah
nelayan siswa sudah tau apa yang harus dilakuka, sedangkan
hambatannya siswa kadang tidak mengerti jadi kita kenelayan lagi
untuk dijelaskan kembali”(Hasil wawancara AA, tanggal 8 Oktober)
Berdasarkan hasil wawancara diatas, pelaksanaan kebijakan sangat
berpengaruh sikap para pelaksana dalam pelaksanaan guru memberikan
penjelaskan kepada peserta didik sebelum dilakukan pelaksanaan program
nelayan masuk sekolah, sehingga peserta didik mampu pengetahui apa-apa

yang harus dilakukan. Sedangkan hambatan pelaksanaan kebijakan siswa

tidak mengerti sehingga perlu dijelaskan ulang agar siswa lebih paham.
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Dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru, sikap
pelaksana kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan Program Nelayan
Masuk Sekolah, mengatakan:

“saya sangat setuju dengan Program Nelayan Masuk Sekolah karena
adanya Program ini dapat mengatasi kekurangan guru yang ada di
sekolah, apalagi di sini hampir semua guru bukan asli sini jadi kalau
misalnya ada salah satu guru yg tidak datang karena alasan kondisi
cuacayang kurang baik jadi tidak kepulau untuk mengajar jadi bisa
dialihkan pelaksanaan Nelayan Masuk Sekolah™(Hasil wawancara
SR, tanggal 7 Oktober 2021)

Beliau juga menambahkan, bahwa:

“hambatan pelaksanaanya itu kadang nelayan susah ditetapkan
jadwalnya kapan bisa mengajar karena pergi juga melaut terus ada
juga beberapa siswa yang disuruh sama orang tuanya pergi bagang
jadi kadang beberapa siswa tidak ikut pelaksanaan program nelayan
masuk sekolah”(Hasil wawancara FB, tanggal 7 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya Program Nelayan
Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi dapat mengatasi kekurangan guru
yang ada di Pulau. ketika salah satu guru bethalangan hadir maka sekolah
dapat mengisi dengan pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah.
Sedangkan hambatan yang ditemukan adalah tidak adanya jadwal yang

tetap dan beberapa siswa tidak ikut pelaksanaan karena harus pergi

bagang.

Dilanjut dari sesi wawancara yang dilakukan peneliti dengan nelayan.
Bagaimana sikap dalam menanggapi siswa yang sulit dalam memabami

pelajaran, mengatakan:

“kalau ada siswa yang tidak menegerti saya kasi contoh, pada saat
siswa diberikan contoh akan lebih paham. (Hasil wawancara SB,
tanggal 8 Oktober 2021)
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Berdasarkan hasil wawancara diatas, dalam pelaksanaan Program

Nelayan Masuk Sekolah Nelayan yang merupakan narasumber akan

menjelaskan cara membuat jarring, umpan ikan dan cara melihat kondisi

laut. Dalam hal ini ketika ada peserta didik yang tidak menegrti nelayan

akan menjelaskan kembali atau memberikan contoh agar peserta didik

paham apa yang dijelaskan.

Dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah diperlukan

insentif yang diberikan kepada narasumber sehingga nelayan bisa fokus

dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Peran pemangku kepentingan

a.

Dinas Pendidikan: Mendukung secara Lembaga, memfasilitasi dan
Menyusun regulasi-regulasi pelaksanaan, Menyusun alokasi anggaran
Kepala sekolah: Memfasilitasi nelayan yang berpotensi memberikan
pembelajaran.

Pengawas sekolah: Membimbing dan mengawasi pelaksanaan
pembelajaran baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
kegiatannya dan melakukan supervise proses pembelajaran yang telah
dilakukan dengan menggunakan instrument supervise pembelajaran.
Kepala Desa : Memberikan dukungan izin kegiatan, Fasilitas dan
pengalokasian anggaran ADD.

Guru : Menyusun perangkat pembelajaran bersama nelayan mulai dari

silabus, Program pengajaran, RPP, dan alat evaluasi.
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Peneliti melakukan sesi wawancara dengan inovator apakah sudah
terdapat Standar Operasional Procedur dalam Program Nelayan Masuk
sekolah, mengatakan:

“ dalam program nelavan masuk sekolah saya belum sempat buatkan
SOP karena sempat terkendala pelaksanaan Program Nelayan Masuk
Sekolah dikarenakan Corona. Tidak ada pelaksanaan tatap muka jadi
tidak terlaksana juga program nelayan masuk sekolah. belum bisa juga
karena jadwal nelayan belum bisa kita pastikan kapan ada waktu yang
bisa ditetapkan untuk mengajar. nanti akan kita buatkan SOP agar
pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah lebih efektif” (hasil
wawancara RK, tanggal 31 january 2022)

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa program
nelayan masuk sekolah belum memiliki SOP dikarckan pelaksanaan

sempat terkendala akibat Corona. Dari hasil wawancara inovator

menjelskan akan membuatkan Standar Operasional Procedur sehingga
pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

Sedangkan menurut pegawas dalam sesi wawancara. Apakah
| Program Nelayan Masuk Sekolah telah membuat standar prosedur operasi
yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan: mengatakan
“dalam program nelayan masuk sekolah belum ada Standar
Operasional Procedur (SOP), sehingga dalam pelaksanaan program
nelayan masuk sekolah masih terdapat kendala dikarena belum ada
prosedur kerja yang ditetapkan”(Fasil wawancara melalui telefon
HS, Tanggal 31 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas program nelayan masuk sekolah

belum memiliki standar opersional prosedur (SOP) sehingga pelaksanaan

masih sering terkendala.
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Dilihat dari sesi wawanncara yang dilakukan dengan guru, apa
hambatan dari struktur biroktasi nelayan masuk sekolah, mengataka:

“dalam struktur birokasi yang saya lihat belum ada hambatan, dari

mulai izin dari desa setempat sampai mennyusun pembelajarn belum

ada kendala sampai saat ini” (Hasil wawancara AA melalui telefon,

tanggal 31 januari 2022).

Ditinjau dari aspek Struktur Birokrasi dalam program nelayan masuk
sekolah sudah cukup jelas dimana semuanya sudah memiliki peran dalam
pelaksanaan program Nelayan Masuk Sekolah dan memahami tugas
pokok dan fungsinya masing-masing, Tetapi belum menerapkan Standar
Operasional Prosedur (SOP) sehingga masih sering muncul kendala-
kendala dalam pekalsanaan.

. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian telah di jelaskan, dalam melihat
implemantasi program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi
Kabupaten Pangkep sudah terimplementasikana atau belum maka peneliti
mengangat beberapa indikator Menurut Edward III dalam Subarsono
(2011;90-92) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan strukiur
birokrasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Komunikasi
Kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van
Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar
tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang
bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan,

karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para
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pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi
kepada para pelaksana kebijakan fentang apa menjadi standar dan
tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari
berbagai sumber informasi.

Strategi komunikasi yang meliputi anggota penyuluh, informasi
yang disampaikan , mnggunakan media yang efektif, peran serta
masyarakat dan hasil dalam sebuah sosialisasi merupakan salah satu
faktor penting dalam proses penyampaian proses atau informasi
kepada masyarakat. Mulyati (2014). Mengenai komunikasi yang
terkait dalam pelaksanaan kebijakan, dalam proses impelementasi
Program Nelayan Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi dapat
disimpulkan bahwa adanya komunikasi yang dilakukan oleh inovator
kebijakan dengan pelaksana kebijakan sangat bagus. Melakukan
sosialisasi kepada masyarat dan peserta didik dapat mempermuda
pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat dikembangkan
dibeberapa pulau. dalam proses pelaksanaan Program Nelayan Masuk
Sekolah dalam hal ini sekolah bertanggung jawab dalam
pengimplementasian Program Nelayan Masuk sekolah di Pulau Balang
Caddi.

. Sumber daya
Sumber daya yang merupakan faktor kedua yang mempengaruhi

implementadi kebijakan dalam implementasi program nelayan masuk

sekolah yaitu, sumber daya manusia dan sumber daya anggara.Van
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Meter dan Varn Horn (dalam widodo 1974)  Keberhasilan
implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu
implementasi kebijakan.Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo
1974) menegaskan bahwa Sumber daya kebijakan tidak kalah
pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan atas dana atau
insentif lain yang dapat memperlancar administrasi implementasi suatu
kebijakan.

Dalam hal ini dengan memilih sumber daya manusia yang
merupakan alhi dalam hal kelautan yang dapat diajarkan kepada anak
didik di sekolah sudah cukup bagus tetapi masih perlu merekrut
beberapa narasumber sehingga dalam pelaksanaan bisa lebih efektif,
mengenai sumber daya anggara yang diambil dari dana BOS tetapi
belum terealisaskan sehingga menjadi hambatan pelaksanaan
kebijakan.

. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana
terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari
program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana
memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalangkan
kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau

program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda
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dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga
menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008)

Disposisi atau sikap para pelaksana dalam menjalankan sebuah
kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini sikap para
pelaksana Program Nelayan Masuk Sekolah sangat mendukung dan
merespon, dengan adanya program ini dapat berkembang baik
kedepannya dengan keterbukaan tentang program nelayan masuk
sekolah, adanya program tersebut juga dapat mengatasi kekurangan
guru. Sikap para pelaksana dapa dilihat dari tanggung jawab pelaksana
dalam melaksanakan tugasnya, al tersebut dilihat dari komitmen dalam
melaksanakan kebijakan. Keterbatasan dalam melaksanakan kebijakan
adalah salah satu penyebab diberikan insentif materi kepada para
pelaksana kebijakan. Meskipun masih ada hambatan dalam penetapan
jadwal pelaksana sehingga pelaksanakaan kebijakan masih sering
terkendala. Ketika sikap pelaksana kebijakan baik akan mudah
memahami alur tujuan program, sebingga akan terpengaruh terhadap
keberhasilan program, ketika sikap pelaksana negative sehingga
masyarakat tidak mengetahui hakikat tujuan program. Khasana dkk

(2018) Vol. 2 No. 2

. Struktur birokrasi

Robbins dan Judge (2014: 231) Struktur organisasi adalah untuk
menunjukkan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagi,

dikelompokkan dan dikoordinasi secara formal.
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Ketika struktur organisasi tidak kondusif maka hal ini akan
mengakibatkan sumber daya tidak efektif dan menghambat jalannya
implementasi kebijakan. Nursalim (2018). Mengenai struktur birokrasi
yang menentukan pembagian tugas dalam hal ini program Nelayan
Masuk Sekolah telah menerapkan struktur birokrasi yang cukup jelas
dan tidak rumit sehingga tujuan program Nelayan Masuk Sekolah
dapat tercapai. Adanya peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan
yang fielah tersusun jelas sehingga pelaksanaan kebijakan dapat

berjalan dengan efektif.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti

menyimpulkan dalam penulisan skripsi ini, sebagimana yang telah
dijabarkan dan dijelaskan dalam Implementasi Program Nelayan Masuk
Sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

Komunikasi dalam Implementasi Program Nelayan Masuk Sekolah
dapat mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dimana komunikasi
anatara inovator kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan melakukan
sosialisasi sehingga tujuan pogram dapat di mengerti sehingga pelaksanaa
kebijakan dapat berjalan. Sumber Daya, dilihat dari sumber daya manusia
yang dipilih sudzh sangat baik. karena sumber daya manusia yang dipilih
memiliki skill tentang laut yang sangat baik, tetapi sumber daya manusi
masih kurang schingga pelaksaan program kurang efektif sedangkan
sumber daya anggaran diambil dari dana BOS untuk faslitas nelayan
dalam pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah, tapi belum ada
fasilitas yang diberikn kepada nelayan. Disposisi atau sikap pelaksana

kebijakan sangat mendukung peserta didik dalam mempelajari kearifan

lokal yang ada di pulau baling caddi dan sikap pelaksana dapat dilihat dart

tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan

Struktur Birokrasi Program Nelayan Masuk Sekolah melakukan sesuai
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tugasnya masing-masing sehingga pelaksanaan program nelayan masuk
sekolah fetapi belum memiliki SOP sehingga masih sering muncul

Kendala-kendala dalam pelaksanaan sehinga tidak berjalan dengan efektif.

. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian diiatas, ada beberapa
saran yang direkomendasikan peneliti guna mendukung Program Nelayan
Masuk Sekolah di Pulau Balang Caddi Kabupaten Pangkep adalah sebagai
berikut:

1. Inovator sebaikanya melakukan sosialisasi kebeberapa sekolah
sehingga Program Nelayan Masuk Sekolah dapat di diterapkan
sehingga dapat menanggulangi permasalahan kekurangan guru.

2. Sekolah Perlu menerapkan intensif kepada nelayan sehingga nelayan
lebih semangat dalam menjalankan tugasnya.

3. Sekolah Perlu adanya melakukan perekrutan narasumber, ketika
narasumber yang satu berhalangan dapat digantikan dengan
narasumber yang lain.

4, Perlu adanya Standar Operasinal Prosedur sehinggga pelaksanaan

Program Nelayan Masuk Sekolah berjalan lebih efektif.
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Dokumentasi wawancara dengan Dg. Haya, Narasumber Nelayan Masuk Sekolah

Jumat 8 Oktober di Rumah Nelayan

Dokumentasi pelaksanaan pembuatan jarring. Jumat 8 Oktober 2021 di Halaman
Rumah Nelayan




dokuentasi wawancara dengan Bapak Andi Asriono S.Pd. Guru SMPNegeri 8
Satap Liukang Tupabbiring. jumat 8 Oktober di rumah Nelayan

1 mli.:-'-'%"j -

Dokumentasi wawancara Ibu Rukmini S.Pd., M.Pd Kepala bidan guru dan
pendidikan sekaligus inovator kegiatan. Kamis 23 Sebtember 2021 di Kantor
Dinas Pendidikan
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Dokumentasi wawancara Babiah.Siswa Guru SMPNegeri 8 Satap Liukang
Tupabbiring. Jumat 8 Oktober 2021 di Rumah Nelayan

Dokumentasi wawancara Ibu Febiola Guru SMPNegeri 8 Satap Liukang
Tupabbiring. Kamis 7 Oktober 2021 di Ruang guru
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Dokumentasi pelaksanaan pembuatan umpang ikan Jumat 8 Oktober 2021 di
Rumah Nelayan

Dokumentasi pelaksanaan pembuatan perahu dari fiber. Kamis 7 Oktober 2021




Dokumentasi pelaksanaan perbaikan mesin. Rabu 6 Oktober 2021
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Implementasi Nelayan Masuk Sekolah

a.

bagaimana menurut ibu tentang program nelayan masuk sekolah,

87

sedang kita ketahui bahwa setiap harinya nelayan hanya memacing

atau menangkap ikan,

bagaimana nelayan meningkatkan pemebelajaran disekolah
1. komunikasi
bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan

a.

program nelayan masuk sekolah

Dalam pelaksanaan program nelayan masuk sekolah
bagaimana komunikasi sekolah dengan nelayan
Bagaimana komukasi bapak dengan sekolah dalam

pelaksanaan nelayan masuk sekolah

2. Sumber daya

o

bagaimana tahapan dalam pemilihan narasumber
Bagaimana sekolah memilih nelayan untuk dijadikan
narasumber

Bagaimana proses bapak bisa man menjadi narasumber
nelayan masuk sekolah

darimana sumber daya anggaran yang diambil dalam
pelaksanaan Program Nelayan Masuk Sekolah

Apakah ada fasilitas yang disediakaﬁ sekaolah untuk

pelaksanaan nelayan

3. Disposisi

Bagaimana sikap bapak dalam menghadapi siswa yang tidak

mengerti dengan apa yang dijelaksan nelayan
4. Struktur organisasi
apakah struktur organisasi berjalan sesuai fungsinya masing-

masing.
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